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Latar Belakang Kontekstual

Konteks Kebijakan Baru:

● UU No. 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan menghapus 
mandatory spending (5% APBN, 
10% APBD).

● Menggantikannya dengan 
Rencana Induk Bidang Kesehatan 
(RIBK) sebagai backbone 
perencanaan dan penganggaran 
berbasis kinerja

Kondisi terkini:
Terjadi “timing mismatch”:
● RIBK nasional belum 

memiliki dasar Perpres,

● RPJMD dan Renstra Dinas 
Kesehatan di daerah 
sebagian besar sudah 
disahkan

Implikasi langsung:

● Indikator RIBK belum 
sepenuhnya dapat 
diintegrasikan dalam 
dokumen perencanaan 
daerah.

● Kerangka pendanaan
RIBK belum dipahami
pada level daerah
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Reformasi Kesehatan

Fragmentasi Sistem

Tata kelola terpisah & desentralisasi belum terpadu

Kesenjangan Layanan

Akses & mutu tidak merata antar daerah

Inefisiensi Belanja

Duplikasi program * belanja tidak fokus

Dampak Kesehatan Tidak Optimal

Stagnasi indikator kesehatan masyarakat

Mengapa Reformasi Kesehatan 

Sangat Mendesak?

Tantangan Fragmentasi

Desentralisasi kesehatan yang belum terintegrasi penuh 

menyebabkan ketidakselarasan prioritas antara pusat dan daerah.

Inefisiensi Sumber Daya

Terjadinya mismatch alokasi anggaran dan duplikasi program yang 

mengurangi efektivitas belanja kesehatan (spending efficiency).

Sumber: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Memahami Konsep RIBK 
dalam Reformasi Kesehatan



Mandat RIBK dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Rencana Induk Bidang Kesehatan dengan
memperhatikan penganggaran berbasis kinerja.

Pasal 409 UU 

Nomor 17 Tahun 

2023 tentang 
Kesehatan

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran
Kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sesuai dengan kebutuhan kesehatan Daerah 
yang mengacu pada program

Kesehatan Nasional yang dituangkan dalam Rencana 
Induk Bidang Kesehatan dengan memperhatikan 
penganggaran berbasis kinerja

Pasal 1135 PP

Nomor 28 Tahun

2024 tentang 

Peraturan 

Pelaksanaan UU 
Nomor

17 Tahun 2023

Ayat 3

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran 
Kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sesuai dengan kebutuhan Program 
Nasional yang dituangkan dalam

Ayat 4
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DiperhatikanDiacu

Sebelum UU 17/2023: Perencanaan mengikuti UU SPPN (UU 25/2004) tanpa RIBK

Mandat RIBK dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan



RIBK dalam Arsitektur Perencanaan Nasional

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2025

Pasca UU 17/2023:

RIBK diposisikan sebagai 

acuan antara Perencanaan 

Pusat (RPJMN, Renstra K/L) 

dan Perencanaan Daerah 

(RPJMD, Renstra OPD), serta 

pemangku kepentingan lain 

(Swasta/Masyarakat)

Apakah daerah memahaminya 

sebagai 'Acuan Wajib' atau 

sekadar 'Referensi Tambahan'?
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Enam sasaran strategis RIBK 2025-2029 merupakan 

penerjemahan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029

https://chpm.fk.ugm.ac.idWork, Life, Balance

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2025

Apakah RPJMD dan 
Renstra daerah sudah 
selaras untuk 
mewujudkan 
“Kesehatan untuk 
Semua”?



Indikator Kinerja RIBK 2025-2029 yang diselaraskan dengan Perencanaan Penganggaran

Pemerintah Daerah
Dari 42 Indikator Kinerja RIBK, 11 Indikator Kinerja diselaraskan dengan RPJMD dan 12 Indikator Kinerja diselaraskan 

dengan Renstra SKPD (Dinkes)

42 Indikator Kinerja

RIBK 2025-2029
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Sumber: Kementerian Kesehatan, 2025



Jembatan strategis dalam Ekosistem Perencanaan

RIBK memastikan visi kesehatan nasional tidak terputus saat diturunkan ke level 
operasional daerah

1. Operasionalisasi Kebijakan

Dokumen sektoral yang menerjemahkan tujuan pembangunan 

kesehatan jangka menengah-panjang ke dalam siklus 

penganggaran tahunan daerah.

1. Penyelarasan Prioritas

Menjamin konsistensi antara program prioritas nasional 

(seperti penanganan stunting, TBC) dengan alokasi belanja 

daerah.

1. Justifikasi Teknokratik

Menjadi landasan berbasis bukti (evidence-based) untuk 

pengajuan alokasi anggaran (DAU/DAK) agar lebih tepat 

sasaran.

Sumber: World Bank (2018), "Indonesia Health Financing System Assessment"



Kerangka Pendanaan
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Perkiraan kebutuhan anggaran kesehatan untuk mencapai tujuan strategis 
pembangunan kesehatan dalam RIBK pada tingkat nasional maupun daerah

Kerangka Pendanaan RIBK 2025-2029

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2025

● Kerangka Pendanaan RIBK 2025-2029 
bersifat Indikatif

● Sebagai pedoman bagi Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah untuk memperkirakan 
kebutuhan anggaran kesehatan tahunan

● Daerah diminta 'mengacu' pada RIBK, tapi 5
sumber pendanaan ini (APBN, APBD, BPJS,
Hibah, Swasta) punya logika perencanaan dan
penganggaran yang berbeda-beda.

● Bagaimana memastikan 5 dompet ini
dimaksimalkan di level Kab/Kota?



Gambaran Kerangka Pendanaan RIBK Tahun 2025-2029 per Sasaran Strategis

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2025
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● Data Kemenkes 

menunjukkan gap 

nasional 73,5 Triliun di 

2025, terbesar di 

'Layanan Kesehatan'.

Pertanyaannya:

● Siapa yang harus 

menutup 'Gap' ini?

● Bagaimana daerah 

bisa menyusun 

anggaran jika tidak 

tahu berapa porsi 'Gap' 

yang jadi tanggung 

jawabnya?



Gambaran Kerangka Pendanaan RIBK Tahun 2025-2029 per Sumber Dana

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2025

Ini Poin Paling Kritis:
● Lihat tabel 2025. Gap terbesar 

(48,4 T) dan 2029 (68,7 T) 
pada
Sumber Dana APBD.
● Artinya, ekspektasi 

pemenuhan target RIBK 
sangat bergantung pada 
kemampuan APBD.

● Ini adalah beban terberat bagi 
daerah.

● Bagaimana meyakinkan TAPD 
dan DPRD tanpa dasar di 
RPJMD?
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Contoh Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kesehatan Pemerintah Daerah
Indikasi kebutuhan pendanaan kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 (dalam miliar rupiah)

Indikasi kebutuhan pendanaan setiap daerah merupakan

kebutuhan minimum untuk mencapai target indikator kinerja RIBK
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2025

● Kemenkes sudah menghitung kebutuhan 
minimum untuk mencapai target RIBK

● contoh Kab. Bogor. Kebutuhannya naik 
dari 4,4 T ke 5,5 T.

● Jika tidak punya hitungan seperti ini untuk 
daerah, bagaimana cara advokasi 
anggaran ke Bappeda dan TAPD?



Penyelarasan Indikator RIBK dalam 

RPJMD dan Renstra PD:
□ Level Propinsi

□ Level Kabupaten/Kota



Menindaklanjuti hal tersebut agar kiranya:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota menyelaraskan indikator kinerja kesehatan 

RIBK 2025-2029 dalam RPJMD 2025-2029 dan Renstra PD 2025-2029 sesuai daftar terlampir

2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi agar melakukan pendampingan dan monitoring untuk 

memastikan keselarasan poin (1) di Kabupaten/Kota wilayahnya.

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaporkan hasil monitoring keselarasan poin (1) kepada 

Menteri Kesehatan c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.



Indikator Kinerja RIBK 
2025-2029 yang 

diselaraskan
dalam RPJMD 2025-2029



Indikator Kinerja RIBK 
2025-2029 yang 

diselaraskan
dalam Renstra PD 2025-

2029



Indikator Kinerja RIBK 
2025-2029 yang 

diselaraskan
dalam Renstra PD 2025-

2029



Indikator Kinerja RIBK 
2025-2029 yang 

diselaraskan
dalam Renstra PD 2025-

2029



Tantangan RIBK dan 
Reformasi Kesehatan



Kolaborasi Ekosistem Kesehatan

Kesehatan bukan produk tunggal sektor kesehatan, melainkan hasil interaksi multi-aktor.

1. Efisiensi

Optimalisasi sumber daya terbatas

1. Akses & Mutu

Layanan lebih inklusif dan berkualitas

Dampak 

yang 

DiharapkanSumber: WHO (2008) "Closing the gap in a generation"; WHO (2010). Health 
Systems Financing: The Path to Universal Coverage



Partisipasi Publik

Masyarakat Sebagai
Co-Producer of Health

42 Indikator Kinerja

RIBK 2025-2029

Perubahan Paradigma

Masyarakat bukan lagi sekadar objek penerima layanan, melainkan 

aktor aktif yang turut memproduksi kesehatan melalui pencegahan 

mandiri dan pengawasan sosial.

Sumber: UU No. 17 Tahun 2023; WHO (2007) People-Centred Health Care



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2025

HASIL PEMETAAN KESELARASAN INDIKATOR 

RPJMN/RIBK PADA RPJMD/RENSTRA PD

88%

94%

100% 88%

Wonosobo 100% 100%

Hasil Pendampingan 50 
Kab/Kota oleh 12 Universitas:
● Keselarasan RPJMN–RIBK 

dengan RPJMD/Renstra PD 
belum merata antar daerah.

● Sebagian besar daerah sudah
>90% selaras, namun masih ada 
yang <80% terutama pada RIBK.

● Ini menandakan masih ada 
kesenjangan koordinasi dan 
kapasitas perencanaan daerah.

Catatan: Sebelum ada perbaikan

“90% selaras di atas 
kertas, tapi bagaimana 
di implementasi?”

https://chpm.fk.ugm.ac.idWork, Life, Balance



Implikasi dan Strategi Solusi



Sumber: WHO (2010), "The World Health Report: Health Systems Financing"

Struktur Pendanaan Kesehatan Multi-Sumber

Tujuan Fiskal

Memetakan seluruh potensi sumber daya untuk 

mengurangi fragmentasi anggaran dan memastikan 

tidak ada duplikasi pembiayaan program..

Efisiensi (Value for Money)

Meningkatkan efektivitas belanja kesehatan dengan 

mengarahkan berbagai sumber dana ke prioritas 

yang sama sesuai RIBK.

Strategi Implementasi

Penerapan prinsip Money Follows Program, di mana 

anggaran dialokasikan berdasarkan target kinerja 

kesehatan, bukan fungsi birokrasi semata.



Instrumen Fiskal: DAU dan DAK

Sumber: UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan; UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD; Regulasi DAK Kemenkes



Transformasi Dekonsentrasi

Transisi Menuju Kinerja

Anggaran program teknis dialihkan 

secara bertahap menjadi DAK 

Berbasis Kinerja dan Dana Insentif 

Daerah (DID) untuk mendorong 

output kesehatan yang nyata.

Sumber: Shah (2007) “Intergovernmental Fiscal Transfers”; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Simpulan Akhir



LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED ugm.ac.id

Terima Kasih 
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